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L E M B A R A N  D A E R A  

KABUPATEN ASAI1AN 

NOMOR : 47 TAIIUN 2000 

PERATURAN DAERAU KABUPATEN ASAHAN 

NOMOR : 21 TAHUN 2000 

T E N T A N G  

R E T R I U S I  P A S A I R  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIHA ESA 

BUPATI ASAIUAN 

Menimbeng 

a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disctjui oleh DPRD Kabupaten 
Asahan tanggal 10 Mei 2000 yakni Keputsan Nomor 09 / SK ! DPRD 2000 menjadi 
Perturan Daerah Kabupaten Asahan oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000. 

b. bahwas untuk meroberlakukan Perturan 
Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. 

Daerah terscbut harus dicantumkan da/am 

Mengunga+ 

I. Uadang-Undang Nonor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembertukan Daerah Otonomi 
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumater Utara ( Lembaran Negara 
Tahu 1956 Nomor 58) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 fentang Kitab Undang-Undang Hukum Acat 
Pidana ( Lembaran Negara Tabun981 Nomor 76, Tambal an Lembaran Negara Nomor 
3029 ). 

3. Urdang-Undang Nomot 4 Tahun 1982 tentang etentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan 
Litgkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Nega Nomor 3215) 

4. Undang-Undang Nomr 18 Tahun 1997 tentang Pajak Denah dan Retribusi Daerah ( 
Lembaman Negara Tahun 1997 Noor 4 l ,  Tambahan Lambarn Negant Nomor 3693) 
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 999 tentang Pemerintahan Daemah ( Lambam Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daemah ( Lembaran Negara 
Tahu 1997 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) 

8. Keputusan Presiden Nomot 44 Tahu 1999 tentang Teknik Penyusun Peraturan 
Perandang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Perturan 
Pemerintah dan Rancangan Keputusan President. 

9. Keputusan Menteri Daiam Negeni Nomor 84 Tabun 1993 tcntang Bentuk Perturan 
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan 

10. Keputusan Menteri Dalen Negeni Nomor 39 Tahu1992 tntang Pedoman Organisasi 
Dias Daerah. 

I L .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nor»or 171 Tahun1992 tentang Pedoman Pengesahan 
Peraturan Daerah 

12. Keputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Dacmh . 

13. Keputsan Menteni Dalum Negeri Nomor 175 Tahun1975 tentang Tata Car Pemeriksaan 
dibidang Retribusi Daerh 

I4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Al Asahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Ketentuan Penyidik atas planggaran Peraturan Daemah ( Lembaran Daerah Tahun 1989 
Nomor 8 Seri D " )  

15. Keputusan DPRD Ksbupaten Asahan Nomor 09 / SK I DPRD 10 Mei 2000 tentang 26 
bun.h Ranperda menjadi Peraturan Daemah Kabupaten Asahan 

Degan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN AKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN, 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 1I998 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI 

KABUPATEN ASAHAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Perturan Dacrah ini yang dimak sud dengan 

• Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan 

b, Peenerintah Daersh sdeah Pemeninth Datah Kabupaten Asahan 

c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati. 

d. Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan 

e. Kas Dacrah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan 

f Bendaharawan Klusas Penenma untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan 
Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabpaten Asahan. 

g. Pasar adaiah suatu empat urtuk mzlnjukan kegiatan perdagangan baik barang mapn 
Jasa. 

h. Pasar Daerah adalash Pasar Umum an Pasar Grosir yang dikuasui oleh Pemerintah Daerh 

i. Lingkungan Pasar Daerah adalah terpat penjualan atau tempat lain dilingkungan Pasar 
yang beradius 300 m 

j. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Asa.ban 

k. Jasa Umum adalah Jasa yang disedikan tau diberikan oleh Pemenimtah Daerah untuk 
tujuan kepcntingan dan kemamfaatar Lmum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Dadan Hukum. 

• Retribusi Pasat adalah Pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang 
memenfaatkan fasilitas pasat. 

m. Pelayanan Pasar adalah fasiitas pasar Tradisional / sederhana yang berupa pelataran /los 
yang dikelola Pemerintah Darah dan Khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk 
yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah (PD) pasar. 

n Banguanan-bangunan edalah seraa bangunan yang berada dala pasar yang dipergunakan 
untuk keperluan pcnjualan 

o. Rumah Toko ( Ruko ) adalah scbuah bangunan tetap berbentuk Rumah dan Toko yang 
dibangun dilingkungan pasar. 

p. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk Toko dan gudang yang dibangun 
dilingkungan Pasar 

q. Kios adalah scbuah bangunan tetap dalam bentuk petak dyang berdinding keliling dan 
berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. 

r. Los adalah scbuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding 
keliling yang dipergunakan untuk berjualan 

' 
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l s. Pasar kelas I (stu ) adalah Pasar yang memihiki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp 
1.750.000,-( Satu Juta Tujuh Rats Lima Puluh Ribu Rupiah ) sctiap Bulan 

t. Pasar kelas II (dua) adalah Pasar yatg memiliki Pendapatan Rata-rata dibawah minimal 
Pasar kolas i 

u. Pcjabat atau petgas patar Daerah adalah Pejabat / petugas dalam {ingkungan Pemerintah 
Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh kepala Daerah 

v. Ketetapan Rctnbusi Daerah vntuk seienjutnya disingkat KRD dalah keputusan yang 
menentukan besamnya jumlah Retrbasi yang terutang 

' 
w. Surat Setoran Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkata dengan SSRD adalah Surat 

yang dgunakan oleh Wajib Retribasi untuk melakukan peabayaran atau penyetoran 
Retribusi yang ter:tang ke kas Dacrah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah 

x. Ketetapan Retribusi Daemh Krag Bayar untuk selanjutnya disingkat dengan KRDKB 
adalah keputusan yang menentakan besarnya jumlah Retribusi yang terutang , jumlah 
kredit Retriubusi, jurlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besamya sanksi 
Administrasi dan jurlah masih harus dibayar 

y. Ketetapan Retribusi Krang Bayar Trabah untuk selanjutnya disingkat dcngan KRDKBT 
adalah keputusan yang mencntukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan 

• Ketetupan Retnbsi Daemah Lcbil: Bayar unuk selarjutnya disingkat dengan KRDLB 
adaah keputusan yang mercntukan jurlh kelebihan bayar Retribusi karena jumlah kredit 
Retnibusi lebih besar dani retribusi yang terutang atau tidak scharusnya terutang 

aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK 

Pasal 2 

Dengan nana Retribusi Pasar dipungut pebayaran Retribusi atas jasa pelayanan Umum. 

Pasal 

Objek Retnibusi Pasar adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berpa polataran/ kios/los yang 
discdiaka oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal·+ 

Subjek Retribusi Pasar adalah orang prbadi etau Badan Hukum yang mcmaafaatkan fasilitas 
Pasar. 

d 
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BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

asal 5 

Retnbusi Pasar termasuk golongan retnibusi jasa umum 

BAB IV 

KETENTUAN UMUM 

()Atas Jasa penyedian fasilitas pasar dipungut Retnibusi. 

(2) Besamya Reibusi dimaksud ayat(I) pasal ini adalah 

Golongar/ Tingkat Kios Rp/ Bulan Stand/ Loosd Rp 
Bulan 

I :19.000,00, 
1I :16.000,00, 
Ill : 14.000,00, 
'V :12000,00, 

v 9.000,00, 
Kebersihan ; 3.000,00, 
Kcamanan ; 1500,00, 
Biaya Administrasi: 1,500,00, 
Pengganti Kartu/pertahun 

: 13.000,00, 
: 12.000,00, 

8.000,00, 
6.000,00, 
4.500,00, 
2.000,00, 
1.000,00, 
1.000,0C, 

 

(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini 

disetor secara Brto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pemeritah Daerah. 

(4) Retnbusi yang dimaksud pads,ayat (I) pasal ini, mcrupakan uang Penyewaan pemakina 
Ruko, kios atau los dan Plataran sesuai dengan jangka waktu selama I (satu) bulan 

(5) Selama jangka waktu pemakaina, pasal 4 ayat (2) dilarang merubah bentuk tanpa izin dari 
Kepala Dacrah / Pejabat yang ditun;uk 

Pasal 7 

(I) Bagi pcdagang selain yang dimaksud pasa! ayat (2) Peraturan Daerah ini yang 
mengunakan lingkungan Pasar Dacrah scbagai tempat berjoalan yaitu bcrupa Plataran atau 
tempat lain dikcnakan Retribusi. 

(2) Pelaksanan pemungutan dan besarya Retribusi dimaksud pads ayat () pasal ini, 
ditetapkan scbagai berikut: 
a. Plataran tertutup Rp. 400,/ Pctak/ Hari 
b. Plataman terbuka Rp. 300,4 Petakd Hari 

$ 
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Pasal 8 

(I) Apabila didalam waktu 2 (dua) dua jam sesudah Pasar dimulai pemncgang hak tidak 
menggunakan terpatnya ( selain kios atau los yang tertutup) petugas pasar berhak 

memberikan empat berjusin terscbu; kepada pcdagang lain yang belum mendapat 
tempat dan bils yang berhak menempati datang prcdagang yang monompati sementars 

hars pindah dani tempat itu dan perakaian tempat terscbut diatas dikenakn dcngan tanif 
hani yang beraku 

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pasal 8 ayat (I) perlu adanya Surat Perjanjian antars Dinas 
Pasar dengan pedagang bar 

Paa! 9 

(I)Pasar yang dibuka pada pagi hai , song, sore tau malam tetap dikenakan Retribusi 
harian scbagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, 

(2) Bagi pedagang yang tidak berjual tetapi masih menempatkan meninggalkan barang 
dagangannya didalam pesar daerah dikenzkan Retibusi sebesar 100% ( Seratus Persen ) 
dari jumlah tarif diraksud pads pasai S ayat (1) Peraturan Daerah iri 

Pasal I0 

(I) Setisp pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peroturan Daemah ini 
diberikan karcis yang telah diporporasi scbagai bukti pembayaran 

(2) Bentk wama kuran dan nilai nomiral karcis serta tats cars pengadaannya ditetapkan 
olch Kepala Daerah Kabpaten 

BAB V 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal IH 

(I) Retribusi dipungurt dengan menggunakan KRD Kartu tanda bukti pert ayaran hak sewa, 
karcis atau dokumen lain yang dipersamakan 

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada Pcraturan Daerah ini 
disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah 

BAB VI 

WIL.AYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 12 

Wilayah pcmungutan Retribusi pasat adalah Wilayah Kabupaten Asahan 

• 
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BAB VII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 

Dalam hal wajib Retribusi tidak rrembayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan 
sanksi Administrasi berupa bunga sobesar 2% ( dun Persen ) setiap bulan dari besarya 
retrbusi yang tertang yang tidsk ata kurang bayar dan ditagih dcngan menggunakan Surat 
Tgihan 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBA YARAN 

Pasal 14 

(lKcpala Daerah menentkan tanggal jtuh tempo pambayaran dan penyetoran Retribus 
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh )hari setclah saat terutang 

(2) KRD, SSRD, KRDKE, KRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan Kepatusan Kebert~n 
dan Potusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang barus dibayar bertambah 

harus dilinasi daham jangka waktu paling lama I (satu) bulan scjak targgal diterbitkannya 
Surat tersebut diatas, 

(3) Kepals Dacrah aas parmohonan wzjib retribusi dapat memberikan persctjan kepada 
wajib Retribusi untuk mecngangsur atau menunda pembayaman Retribusi dengan dikcnakan 
bnga 2% (dun persen ) sctiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan 
terpenuhi, 

(4) Tata car pembayran , tempat pembayaran , penundaan pembayaran retnibusi diatur 
dengan Keputsan Bupeti. 

BAB IX 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 

() Retribusi yang tertang berdasarkan KRD, KRDKB, KRDKBT, STRD, Keputsan 
pembetuinn, Keputusa keberatan dan Puatus Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh 
wajib Retribusi pada waktunye dapat ditagih dengan Sumt Faksa 

(2) Penagihan Retribusi dcngan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturn Perundang 
Undangan yang berlakeu 
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BAB X 

TATA CARA PERHITUNOAN PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBA YARAN RETRIBUST 

Pasal 16 

(I) Wajb Retribuasi harus mcagjukan perrobonan secara tertulis kcpada kepala Daemah 

untuik pertitungan pengembabian keiebihan pembayaran Retribusi 

(2) Ats dasar permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat I (zatu ) diatas kelcbihan 
pembayaran Retnbusi dapat langsang diperhitngkan terlebih dahulu dergan tang 
Retribusi dan tau sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah 

(J) Atas permobonan scbagaimana dimaksud ayat 2 (dua) yang berbak atns kelebhan 
pembayaman te:sebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya 

Pasal 17 

(I Dalam hal kelebihan per:bayarzr Retribusi yang masih tcrsisa setelah dilakukan 
perhitungan scbagarmana dimrcksud pada pasal 16 diterbitkan KRDRB paling lambat 2( 
dua )bulan scjak diterimanya penohoran pengambilan kclcbihan pembayaran Retribusi 

(2) Kelebihan pembayran Retribusi scbagimana dimaksud pada ayat I dikembalikan kepada 
wjib Retribusi poling ambat 2 (dun) bun scjak diterbitkan KRDLB 

(3) Pengembalian kelcbihan pembayran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya KRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% ( du 
Persen ) sebulan atas keteriambatan pembayarn kelebihan Retribusi 

Psal 18 

(I) Pengerbahian sebagaimana dimaks.d dalamn pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan 
Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi 

(2) Atas perhitungan scbagaimana diraksud dalam pasa! 17 diterbitkan bakti permindah 
bukuan yang berlaku juga scbagai bukti pembayaran 

BAB XI 

KADALUARSA 

Pasal 19 

() Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melarpaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung 
sejak saat terutangya Retibusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana 
dibidang Retribusi 

2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi scbagaimana dimaksud ayat I (satu ) pasal ini 

tertangguh apabila 

a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau' 

$ 
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b. Ada pengakuan htang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung 

BAB XII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIUSI 
YANG KADALUARSA 

Pesal 20 

(I) Piutang Retribusi yang tidak mungykin ditagih lagi karenas hak untuk mchakukn penagihan 
sudah kadaluarsa dapat dihapus 

(2)Kelapa Danh menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah 
kadalarsa scbagaimana dmaksud ayat(l)pasal ii 

BA XIII 

KETENTUAN LARANGAN 

Bagi pedagang yang berualan di pasar Daerah dlarang 

a. Berjuala dijalan masuk dan keluar zta jalan penghubung didalam Pasar Daerh 
b. Berjualan atau menggunakan tcmpat pemberhentisan segala kenderan selain dani tempot 

yang tclah disedia.an untuk itu tau yang menjadi hakny 
¢. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar daerah, 

memesukkan sepeda motor, sepeda becak (kccuali Petugas) dan ternak kecuali pasar 

hewan ke dalam pasar Daerah 
d. Mengadakan kegiatan men;aminkan sang dengan bunga ntuk maksud menarik 

kcuntungan baik yang dilakukan oleh wasts maupun Pemerntah tanpa seizin Kepald 
Daerah 

e. Mempergunakan tempat didalam Pasar Daerh untuk tidur atau mcngrap anpa seizin 
Kepala Daerah 

f Menninum minuman keras atau mait judi di dalam Pasar Darrah. 
g Memasukkan tau mengciuark bareng kedalam Pasar Daerah tan;pa melalui jalan atau 

pintu Pasar Dacrah 
h. Melakukan sesuatu perbuatan ddalam Pasar Damah yang sifatnya dapat mnenggangg 

ketertiban umum 

i. Menirbun atau menyimpan saatu barang dalam Pasar Dacrah lcbih dari I (satu) tot 

kecuali seizin Bupati 
j. Mempergunan sebagai gdang atau tempat menimbun barang pada tempat yang 

semestinya bukan untuk itu. 

k. Memperdagangkan barang-barang didalam pasar Daerah yang mudah menimbulkan 
kebakaran dan meledak serts dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan 

barang tanpa seizin Bupati 
• Meyalakan atau mempergunakan api didalam Pasr Daerah yang dapat mudah 

menimbulakn bahay kebakaran 
m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam Jarak 300 (tiga ratus) M dari batas pagar 

Pasar Daerah Kecuali ditempat Penjuafan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati 
n. Memaksi tempat didalam pasar melcbihi dari batas areal yang telah ditctapkn 

¢ 
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o. Dilarang menempatkan barang dagangan, ken.tan, binatang, muatan/ tungangan termak 

besar/ kecil yang dipergunakan bangunan atau,[arang yang banyak memakai tempat serte 
melakukan pekerjaan atau saha pada waktut4bclum pasar dibuka atau sesudah pasar 
ditutup kocuali mendapat izin dari Pejabat Petugis Pasar 

p. Mcnolak petunju Pcjabat! Petugas Pasar Daerah demi ketertiban lan kerapian dalam 
pasar. 

q. Penyewa! pemakai kios! stand/ losd dan platarn yang diizinkan untuknya kepada pihak 
ketiga. 

r. Penycwal pemakai kios / stand/ losd den platarandilarang memindah tangankan tempat 
terse'but kepads orang lain kecuali setelah mendapat izin dani Kcpala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk dcngan membayar Bea Balik Nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 
harga bangunan. + 

s. Penycw ! Peraki kois/ stand/losd dan plataran dilarang menambah/ merubah bangunan 
tau menggunakan tempat lebih luas dari ukuman yang dicatumkan dalam Kartu Hak 
Sewa 

BAB XIV 

KETENTUAN ZIN PEMAKA! PEN'YEWA 

Pasal 22 

(1 Untuk nenggunaskan tempat-tcmpat berjualan dalam pasar Daerah terlebih dahulu bars 
mendapat izin dan Kepala Daenh atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, 

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini permohon bars 
mengajukan permohonan kepada Kcpala daerah atau Pejtbat yang ditunjuk dengan 
tertulis diatas kertas beratrai secukupnya. 

(3) Setiasp pemohon telah memenuhi ketcntuan peraturan yang telah ditctapkan dapat 
diberikan izin untuk menempati kiog/stand/losd dan plataran. 

(4) Terhadap permohonan yang telah memperoleh izin diberikan Kartu bukti atts perakaian 
kios / stand / losd dan plataran yang skaligus merupakan tanda bukti pembayanan 
sewanya setiap bulan 

(5) Jangka waktu berlakunya izin scbagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) Perturn 
Daerah ini adelah sat tahun terhitung scjak tanggal ditetapkan. 

Pasal 23 

(I) Menjiang berakhimya masa berlakunya izin tersebut semus kios / stand / losd dan 
plataran didafar kembali untuk diberikan izin/ kartu scwa yang bar. 

(2) Untuk Penggantian izin / kartu sew dipungut biaya Administrasi sebagaimana tersebut 
pada pasat 6. 
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BAB XV 

KEWAJIBAN PEMAKAI/PEN YEWA 

Pasal 24 

Penyew ! pemakai kios /stand / losd dan plataran didalar pasar npres don pasar bukan 
Inpres etas biaye sendiri diperkenankan membuat pctipeti tempat penyimpanan barang 
dagangan yang besaraya tidak melcbiti besar tempat-tem pat menurut Kartu bukti hak sewa 
serta tinggi peti tersebut tidak melebihi 70 cm. 

. 

BAB XVI 

BERAKHIRNYA HAK SEWA 

Pasa! 25 

(I) Ha sewaPemakai menurut Peraturan Daerah imi beraklir dengan sendirinya apabile: 

a. Merunggak uang sewa selama 2( dua) bulan, 
b. Tidak diperpanjang/ perbahsrui kartu bukti hak sewa 
¢. Tidak menggunakan kios /stand / losd dan plataran untuk tempat berjualan selama 2 

(dua) bulan teruus menerus walapun sewanya dilunasi 
d. Tidak memliki surat izin sebagaimam dimaksud pasal3 ayat (I) dalam wnktu 2 (dua) 

bulen setelah tanggal ditctapkan kart izin pemakaian. 
e. Melakukan perbuatan baik langsng manpun tidak Iangsung yang dapat mergkan 

Pemerintab 

(2) Berakhirya hak sewa! pakai sebagzimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tanpa 

pemberitahuan lagi, dan Kepalt Daerah atau Pcjabat yang dditunjuk untuk itu berhak 

sepenuhnya mengahihkan kios /stand losd dan plataran kepada orang lain yang 
memerlukan. 

(3) Setelah berakhirya hak sew l pakzi penyewa wajib mengosongkan kios / sand / losd 
dan plataran dari segaia barang miiik dalam waktu 3 24 Jam 

(4) Dengan berakhimya bak sewa/ palai maka uang jaminan sebagaiman dimaksud terebut 

pada pasal 6 ayet (d) dikembalikan sesudah dikumangi tunggakan-tunggakan , hutang 
hutang yang bersangtan serta biaya Administrasi scbagaimana dimaksud tersebut pad 
pasal II ayat(I)Peraturan Daerah ini 

Psat 26 

Setisp pengheptian hak sewa/ pakai tidak mcmbcbaskan penyewa dari tunggakan-tunggakan, 
hutang-hutang yangads sampai dengan saat penghentin hak sewa dimaksud. 

PAsal 27 

Setelah berakhirnya hak sewal pakai pengosongan sebagairmana diraksud pade pasal 8 ayat 
(3) Peraturan Daerah ini mantan penyewa / pemaki tidak juga mengosongkan kios / stand / 
tosd dan plataran dimaksud maka Kepala Daemah atau Pejabat yang ditunjuk berhak 
mengosongkan dari segal resiko olch mantan ponyowad pemakai seperlinya 
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BAB XVII 

KETENTUAN UP AH PUNGUT 
Pasal 28 

(I)Kepada Petugas pemungut Retribusi dibcrikan upah pungut sesuai dengan ketentuan 
Peraturan yang berhaku 

(2) Pembagian upah pungut scbagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini ditctapkan dengan 
Koputusan Bupati 

(3) Upah pungut scbagaiman dimaksud pade ayat (2) dibayarkan pada setiap bulan. 

Pasal 29 
Pclanggaraa terhadap ketentunn-ketentuan dalam Peraturan [acmah ini diancan kuruungan 
paling lama 6 (ena) bulan tau denda paling lam R. 5.000.000,- (lira juta rupiah) 

BAB XVII 

PENYIDIKAN 

Pasal 30 

(I) Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberkan 
wowcnang kusus untuk mclakukan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(2) Wewenang Penyidik scbagimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini 

• Menerima, mencani, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Retribudi Daerah agar ketersngan atau Laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas. 

b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mcngenai orang pribadi atau badan 
tentang kcbenaran pembutan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana 
Retribusi Daerah. 

c. Meminta keterangan dan baha bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
Tindak Pidana dibidang Retribuis Daer.h 

d. Memeriksa buk-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan 
dcngan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah, 

e. Melakukan penggelcdahan untuk mendapatkan baban bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tcrscbut. 

f. Memints bantuan tenaga ahli dalum rangka pelaksanaan tgas penyidikn Tindak Pidan 
dibidang Retribusi Daemah. 
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g. Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan rangan atau tempat pada saat 

pemcniksaan sedang berlangsung , identitas orang atau dokmen yang dibawa scbagai 
mana dimaksud hurt e" 

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan Tindak Piana Retribusi Dacrah, 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangs atau 
saksi 

j. Menghentikan pyidikan. 

k. Melakukan tirdakar lain yang pcrlu untuk kelancaran penyidtkan Tindak Pidans 
dibidang Retribusi Daerah 

BAB XIX 

KETENTUTAN PENUTUP 

Pasal 3I 

Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Noor 23 Tahun 1998 
tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut 'an tidak bcrlaku lagi 

Pasal 32 

Hal-hal lain yang belum diatur diem Peraturan Dacrh ini scparjang mengenai 
pelaksanaannya akan ditctaplan lebih lanjut olch Kcpala Daerah 

Pecaturan Dacrh ini mula berlaku pada tanggga diUdangkan 

Agar sctiap orang dapat menyetalinya, mcmerirtabkan, pcngundangan Peraturan Daerah ini 
dengan Penempatannyn dalam Lembaran Dacrah Kabopater Athan. " 

Disabkan di Kisaran 
Pada tanggal I0 Mei 2000 

BUPATI ASAHAN 
Cap/dto 

R I S U D D I N  

Diundangkan di Kisaran 
Pads tan Mei 2000 
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